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RISDIANTI ( B 111 10 323). Upaya Hukum Terhadap Keberatan 
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar  Pengadilan Di 
Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor 
04/PDT/BPSK/2011/PN.Mks.). Dibimbing oleh Wiwie Heryani selaku 
pembimbing I dan Andi Tenri Famauri selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya 
keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) Makassar di Pengadilan Negeri Makassar, 
serta untuk mengetahui aturan dan penilaian hakim  terkait upaya hukum 
keberatan yang hanya berlaku pada putusan arbitrase BPSK berdasarkan 
Putusan Nomor 04/PDT/BPSK/2011/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe 
penelitian yang digunakan berbentuk studi kasus dengan menggunakan 
dua teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yakni 
dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan arbitrase BPSK 
dan perlindungan konsumen, serta penelitian lapangan berupa wawancara 
langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meski putusan dari badan 
penyelesaian sengketa konsumen menyebutkan bersifat final dan 
mengikat, akan tetapi pada kenyataannya dalam penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan melalui arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen memiliki putusan yang dapat di ajukan kembali ke Pengadilan 
Negeri Makassar apabila terdapat pihak yang meragukan hasil dari 
putusan yang telah di umumkan. Pengajuan kembali terhadap putusan 
arbitrase BPSK di pengadilan negeri disebut sebagai upaya keberatan. 
Upaya keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK diatur dalam Undang-
undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mekanisme 
pengajuan upaya hukum keberatan. Menurut hakim yang menangani 
perkara serupa, meski terlihat seperti banding terhadap putusan arbitrase, 
upaya keberatan jelas berbeda dengan banding karena memakan waktu 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sengketa atau konflik merupakan kata yang sering  ditemukan atau 
di dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sengketa atau konflik tersebut 
bisa dikarenakan kerugian harta benda, penggunaan atau pemanfaatan 
produk dan/atau jasa. Sebelumnya setiap sengketa yang ada diselesaikan 
melalui pengadilan, dimana pengadilan memiliki proses yang lama dan 
dianggap berlarut-larut, serta menyebabkan bertumpuknya perkara di 
pengadilan. Selain itu, didalam penyelesaian konflik lewat pengadilan, 
terdapat kesenjangan antara persepsi para hakim dan persepsi para pihak 
yang berkonflik sendiri tentang kasus mereka itu. Sangat sering terdapat 
perbedaan persepsi yang tajam antara hakim yang bersifat yuridis, yaitu 
ketentuan formal yang berlaku, sedangkan para pihak yang berkonflik 
dengan pengertian yang lebih samar-samar.1 Dengan adanya pemikiran 
tersebut, maka lahirlah penyelesaian alternatif yang disebut dengan 
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian 
sengketa. 
Terhadap keluhan tersebut, mahkamah agung telah mengambil 
kebijaksanaan untuk mengantisipasinya dengan menerbitkan SEMA No. 6 
Tahun 1992 yang menganjurkan agar penanganan dan penyelesaian 
perkara diusahakan selesai dalam tempo 6 (enam) bulan. Anjuran surat 
                                                             
1
 Achmad Ali, dan Wiwie Heryani. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. ( Jakarta: 




edaran tersebut dirasa perlu sebagai penekanan pelaksanaan asas 
pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Pasal 4 
ayat (2) Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti 
dengan Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dikembangkan pula Lembaga Damai 
(Pasal 130 HIR/154 RBG). Yang terakhir adalah PERMA No. 2 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diganti 
dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dan telah diganti lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Mahkamah Agung 
memerintahkan agar semua hakim yang menyidang perkara dengan 
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. Namun, selama ini boleh 
dikatakan mungkin kurang mendapat perhatian dari pihak masyarakat 
maupun penegak hukum.2 
Di Tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah 
Pemerintahan Presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur 
penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan 
kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan 
pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan 
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 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: 




maksud para pihak.3 Selain itu, undang-undang ini juga mengatur (secara 
bersama-sama) suatu proses pelaksanaan perjanjian, yang diterjemahkan 
oleh undang-undang ini dalam bentuk pemberian pendapat (konsultasi) 
atau penilaian oleh ahli-ahli, atas hal-hal atau penafsiran-penafsiran 
terhadap satu atau lebih ketentuan yang belum atau tidak jelas, yang 
antara lain bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di antara para 
pihak dalam perjanjian.4 Sehingga dalam penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan lebih kepada maksud dan tujuan berdasarkan kepentingan 
para pihak lebih tersampaikan dengan jelas serta diharapkan dapat 
mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi 
pada kenyataannya alternatif penyelesaian sengketa tidak selalu berujung 
dengan selesainya perkara. Beberapa perkara yang telah diselesaikan di 
badan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa kembali diajukan ke 
pengadilan. 
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan terhadap 
putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang 
terjadi pada Putusan No. 04/Pdt.BPSK/2011/PN.Mks adalah dalam 
menentukan jenis penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh para 
pihak. Dimana pihak tergugat yang merupakan PT. Asuransi Jiwa Mega 
Life, tidak menyetujui penyelesaian sengketa yang telah dipilih oleh 
penggugat yaitu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Makasaar. Pada Tanggal 30 November 2011, PT. Asuransi Jiwa Mega 
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Life selaku pemohon keberatan dengan surat gugatan Tertanggal 28 
November 2011 telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Makassar. Bahwa pemohon keberatan tidak menerima dan 
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kota Makassar Nomor 01/PTS-BPSK/ABT/VII/2011 Tertanggal 22 
Juli 2011. 
Amar putusan tersebut menyatakan pelaku usaha tidak hadir dalam 
sidang arbitrase meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 kali, 
mengabulkan gugatan Rismawati sebagai pengadu/ konsumen tanpa 
hadirnya pelaku usaha, mengabulkan tuntutan pengadu/ konsumen dan 
menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi atas biaya 
pengobatan  dan perawatan rumah sakit  yang dikeluarkan oleh konsumen 
sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), menyatakan pelaku 
usaha telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 7 huruf a, b, Pasal 9 
huruf k, Pasal 10 huruf b, c, Pasal 19 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta mengenakan 
sanksi administratif kepada pelaku usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah), menghukum pelaku usaha untuk membayar biaya 
sengketa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta menolak 
tuntutan konsumen untuk sebagian. Pada Tanggal 15 November 2011 
keputusan BPSK telah disampaikan dan diterima sesuai dengan tanda 
terima dari BPSK.  
Pemohon/tergugat yang keberatan terhadap putusan BPSK 




Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 24 November 2011. Dan 
berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan para pihak dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, 
sehingga pengajuan keberatan pemohon masih dalam tenggang waktu 
yang telah ditentukan. Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan 
proses penentuan keputusan tedapat suatu pelanggaran aspek formal dan 
terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya.  
Pelanggaran aspek formal dalam prosedur penyelesaian sengketa 
di BPSK dan bahkan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana 
sebenarnya adalah BPSK telah mengeluarkan putusan melalui arbitrase 
pada Tanggal 22 Juli 2011 untuk menyelesaikan perkara terkait PT. 
Asuransi Jiwa Mega Life. Berdasarkan putusan tersebut, di paparkan 
bahwa pelaku usaha tidak hadir dalam sidang arbitrase meskipun telah 
dipanggil patut sebanyak 3 kali, mengabulkan tuntutan 
pengadu/konsumen untuk memberi ganti rugi atas biaya pengobatan  dan 
perawatan yang dikeluarkan konsumen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat 
puluh juta rupiah), menyatakan pelaku usaha telah melakukan 
pelanggaran ketentuan Pasal 7 huruf a, b, Pasal 9 huruf k, Pasal 19 ayat 
(1), (2), (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, mengenakan  sanksi administratif sebesar Rp. 200.000.000.- 




sengketa sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), serta menolak 
tuntutan konsumen untuk sebagian. 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon keberatan 
hadir kuasanya bernama Kurnia Arga, S.H., selaku legal officer PT. 
Asuransi Mega Life berdasarkan surat kuasa No. 042/AJML/Lgl/XI/2011, 
Tanggal 25 November 2011 yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Makassar Tanggal 30 November  2011 No. 743/Pdt/ 11 dan 
selanjutnya menyatakan memberi kuasa subtitusi kepada H. Hasman 
Usman, S.H.M.H., advokat/ konsultan hukum yang didaftarkan di 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 5 Mei 2012, 
sedangkan untuk termohon keberatan hadir kuasanya P. Pice, S.H. 
berdasarkan surat kuasa Tanggal 2 Januari 2012 yang didaftarkan di 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 5 Januari 2012. 
Tergugat merasa keberatan terhadap putusan yang di keluarkan 
oleh BPSK, dikarenakan pihak tergugat tidak pernah menyepakati 
pemilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK). Sehingga PT. Asuransi Jiwa Mega Life mengajukan 
keberatan terhadap putusan yang telah di keluarkan oleh BPSK. 
Pemohon keberatan, dalam ketentuan umum polisnya, yakni Pasal 
27 menyatakan dalam hal  terjadinya perselisihan antara penanggung 
dengan pemegang polis atau yang berkepentingan dengan asuransi ini 
maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara 
musyawarah atau mufakat, bila mufakat tidak dapat dicapai maka 




asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) atau melalui pengadilan negeri dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Dari ketentuan polis tersebut tergugat mengajukan keberatan 
dimana penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui 
BANI atau pengadilan negeri namun pada perkara ini penyelesaian 
sengketa diselesaikan di BPSK hingga BPSK mengeluarkan putusan, dan 
dikarenakan BPSK Makassar dianggap oleh tergugat tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pada Tanggal 28 
November 2011 tergugat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 
Makasar, meski putusan arbitrase telah mempertegas berdasarkan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan 
tersebut bersifat final dan mengikat. Akan tetapi pada kenyataannya 
putusan arbitrase dapat digugurkan dengan suatu upaya keberatan.   
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme upaya keberatan terhadap putusan 
arbitrase di Pengadilan Negeri Makassar? 
2. Bagaimana analisis hakim terhadap putusan No. 
04/Pdt/BPSK/2011/PN.Mks. yang masuk di Pengadilan Negeri 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai oleh penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan keberatan terhadap 
putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Untuk mengetahui analisis hakim terhadap  jumlah kasus yang 
masuk di Pengadilan Negeri Makassar  yang telah diproses 
sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. 
Dengan penelitian mengenai ketidakpuasan terhadap putusan 
badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana yang telah 
disinggung di muka, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Sarana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di 
bidang ilmu hukum. 
2. Bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas 
hal-hal yang berkaitan dengan penyesaian sengketa di luar 














A. Alternatif Penyelesaian Sengketa 
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Pada dasarnya  alternatif penyelesaian sengketa lahir dari tuntutan 
pencari keadilan yang menginginkan peradilan yang sederhana, cepat dan 
biaya ringan. Cara penyelesaian alternatif akhir-akhir ini mendapat 
perhatian dari berbagai kalangan (terutama dalam dunia bisnis) sebagai 
cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi 
kemacetan melalui pengadilan.5 Sehingga perdamaian yang diinginkan 
dapat terjadi. 
Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem 
Alternative Dispute Resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar negera 
Indonesia, yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas 
penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut 
juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya 
yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan 
Pasal 3 menyatakan bahwa “penyelesaian perkara di luar pengadilan atas 
dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan” sebagaimana 
telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Bab XII 
Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya 
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 Sudirto, Zaeni Asyhadie, Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis 




menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau 
alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang disepakati para pihak 
seperti, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dalam 
Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.6 Sehingga 
musyawarah merupakan awal dari perdamaian yang dimaksud, baik itu 
melalui arbitrase, mediasi, kosiliasi maupun negosiasi. 
Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian ini dimaksudkan 
untuk mencari jalan keluar agar pihak yang bersengketa meyelesaikan 
secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian yang ditanda 
tangani oleh para pihak. Dengan ketentuan bahwa para pihak harus 
mematuhi apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian tersebut. Jika 
akta tersebut dibuat di luar pengadilan dalam bentuk akta otentik dan akta 
di bawah tangan, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan jika 
salah satu pihak lalai dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak yang 
dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun jika akta 
perdamaian dibuat dalam pengadilan atau di muka sidang melalui proses 
mediasi, maka para pihak akan sulit melalaikan apa yang telah 
diperjanjikan karena perdamaian itu dibaca oleh hakim, maka terhitung 
sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, 
final, dan mengikat para pihak yang berperkara, sebagaimana ditegaskan 
oleh mahkamah agung dalam putusannya Tanggal 1 Agustus 1973 dalam 
perkara Kasasi No. 1038 K/Sip/1972. Hal yang sama dikemukakan pula 
                                                             




dalam putusan perdamaian. Sebagaimana secara esensial telah diatur 
dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.7 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 
menyebutkan pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa, yang 
berbunyi “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Jika baca rumusan 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sebagaimana judulnya yang lebih 
menekankan pada arbitrase, akan dapat dilihat bahwa  pada dasarnya 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur mengenai 
arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, 
maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Ketentuan 
mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase itu sendiri 
hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 6, yang tidak memberikan 
banyak arti bagi pranata alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. 
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia 
Perkembangan Arbitrase di Indonesia terus berkembang terbukti 
pada Tahun 1977, atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(KADIN) didirikan BANI pada Tanggal 7 Desember 1977.8 Alternatif 
penyelesaian sengketa tidak mengharuskan menyelesaikan perkara 
melalui BANI. Akan tetapi apabila para pihak yang memilki sengketa 
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dalam perjanjian tertulis mereka akan menyelesaiakan sengketa melalu 
BANI jika suatu hari timbul sengketa yang disebabkan oleh salah satu 
pihak maka jalur yang akan ditempuh oleh para pihak yaitu menyelesaikan 
melalui BANI. 
Prosedur BANI itu sendiri, tidak serta merta menyelesaikan melalui 
arbitrase, namun terdapat sesi penyelesaian damai. Penyelesaian damai 
dimaksud adalah majelis arbitrase harus mengupayakan agar para pihak 
yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dengan penyelesaian 
damai. Dimana penyelesaian damai tersebut dibantu oleh mediator atau 
pihak ketiga lainnya yang independen atau bantuan majelis itu sendiri jika 
disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dan apabila penyelesaian 
sengketa melalui penyelesaian damai tidak dapat dicapai suatu 
penyelesaian damai maka akan dilanjutkan ke prosedur arbitrase. Setelah 
melalui prosedur arbitrase di BANI akan dikeluarkan sebuah putusan. 
Dimana putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak sesuai 
dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dan eksekusi akan 











B. Pengertian Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase 
1. Pengertian Negosiasi 
Negosiasi merupakan fact of life atau keseharian. Setiap orang 
melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sesama mitra 
dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang 
bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di 
pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya 
sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi adalah basic of means 
untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.9 
Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan 
komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam 
menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta 
mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik 
adalah komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasif tetapi lebih 
bersifat asertif. orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana, 
dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. 
Sebaliknya orang agresif cenderung berbicara berlebihan sehingga 
merugikan pihak lain, sementara orang pasif cenderung tidak bicara 
sehingga merugikan diri sendiri.10 
Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling 
sederhana dan murah. Walaupun demikian, sering juga pihak-pihak yang 
bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak 
menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Secara umum teknik 
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bernegosiasi dapat dibagi menjadi: teknik negosiasi kompetitif, teknik 
kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik yang 
bertumpu dalam kepentingan (interest based).11 
Teknik negosiasi kompetitif atau seringkali diistilahkan dengan 
teknik negosiasi yang bersifat alot (though) adalah teknik negosiasi yang 
bercirikan: menjaga agar tuntutan tetap tinggi sepanjang negosiasi, 
menganggap perunding lain sebagai musuh, jarang memberikan konsesi 
dan seringkali menggunakan cara yang berlebihan. Tujuan penggunaan 
teknik ini adalah sebagai suatu cara mengintimidasi lawan dalam 
memenuhi permintaan dan tuntutan, membuat pihak lawan kehilangan 
kepercayaan diri, mengurangi harapan pihak lawan, serta pada akhirnya 
lawan menerima kurang dari apa yang diharapkan sebelumnya. 
Kepedulian perunding kompetitif hanyalah memaksimalkan nilai-nilai 
kesepakatan.  
Sebaliknya teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak 
negosiator lawan bukan sebagai musuh, namun sebagai mitra kerja 
mencari kepentingan bersama. Para pihak menurut pola penyelesaian 
kooperatif ini berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan, 
nilai-nilai bersama (shared interest and values), dengan menggunakan 
rasio dan akal sehat sebagai cara menjajaki kerja sama. Hal yang dituju 
oleh negosiator kooperatif adalah penyelesaian yang adil berdasarkan 
                                                             




analisis yang objektif (berdasarkan fakta hukum) melalui upaya 
pembangunan atmosfer yang positif dan saling percaya.12 
Teknik negosiasi lunak dan keras adalah saling melengkapi, 
dimana teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnnya hubungan baik 
antar pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan 
teknik negosiasi keras menempatkan perunding sangat dominan terhadap 
perunding lunak, menganggap pihak lawan adalah musuh dan bertujuan 
untuk memperoleh kemenangan. Teknik negosiasi interest based adalah 
jalan tengah atas pertentangan keras-lunak yang memiliki empat 
komponen dasar yaitu: orang, kepentingan, solusi, dan kriteria objektif.13 
2. Pengertian Mediasi 
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana 
para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang 
bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut 
disebut dengan mediator,yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, 
tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaiakan persoalan-
persoalan yang dikuasakan kepadanya.14 Mediator dalam mediasi 
bersikap pasif. 
Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih 
menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para 
pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini 
amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif 
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penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan 
lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara pihak 
yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah 
kesepatakan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang 
bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan 
belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi 
secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian 
mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.15 
Gerry Goodpaster memberikan definisi mediasi sebagai proses 
negosiasi sebagai proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang 
tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang 
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 
perjanjian yang memuaskan. Goodpaster mencoba mengekplorasi lebih 
jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga 
menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak 
ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.  
Goodpaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses 
negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak 
bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa 
tersebut keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak 
bersengketa mencari jalan penyelesaiannya, sehingga menuju perjanjian 
atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.16 Dimana 
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memuaskan kedua belah pihak merupakan keberhasilan dari alternatif 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 
Keunggulan mediasi sebagai gerakan ADR modern adalah:17 
a. Voluntary  
Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para 
pihak sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar 
merupakan kehendak dari para pihak. 
b. Informal/fleksibel 
Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, 
pembuktian, replik, duplik, dan sebagainya) proses mediasi 
sangat fleksibel kalau perlu dengan bantuan mediator dapat 
mendesain sendiri prosedur bermediasi. 
c. Interest baset 
Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi 
lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak. 
d. Future looking 
Karena lebih menjaga kepetingan masing-masing pihak, medasi 
lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang 





                                                             




e. Parties oriented 
Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang 
berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan 
pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada 
pengacara. 
f. Parties control 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan 
dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan 
untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-
ulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam 
beracara didalam pengadilan. 
Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat 
ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, 
mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 
Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau 
hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu 
penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan 
penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa 
dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya 
untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. 
Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai 
terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini 




yang menang atau kalah masing-masing pihak sama-sama menang, 
karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para 
pihak itu sendiri.18 Kemenangan masing-masing merupakan harapan 
untuk akhir dari sebuah perkara, dimana kesepakatan itu sendiri berasal 
dari kedua belah pihak. 
Sedangkan sisi peran mediator yang kuat adalah bila mediator 
bertindak atau mengerjakan beberapa hal dalam perundingan yaitu:19 
1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan; 
2. Merumuskan dan mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para 
pihak; 
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah 
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan; 
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah; 
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan 
masalah; 
Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan 
dengan bidang atau masalah yang disengketakan. Yang bertindak 
sebagai mediator adalah20: 
1. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator 
yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan 
dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Pasal 9 ayat (3) 
                                                             
18 Ibid, hal. 29. 
19 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: CitraAditya 
Bakti, 2013), hal. 79. 




2. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan 
dalam daftar mediator pada Pengadilan yang berangkutan. Pasal 9 
ayat (4) 
3. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan 
pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok 
perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis 
hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Pasal 11 ayat (6). 
3. Pengertian Konsiliasi 
Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya 
aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga.21 Pada dasarnya 
konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya 
saja peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu:22 
1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
secara kooperatif. 
2. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan di terima 
oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. 
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencapai penyelesaian. 
4. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan 
pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan diantara para 
pihak. 
                                                             
21
 Sudirto, Zaeni Asyhadie, Op.Cit., hal. 11. 




5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 
perundingan berlangsung. 
6. Konsiliasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima 
pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah 
berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga pada pihak 
yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-
pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya 
berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu 
kesepakatan.23 
4. Pengertian Arbitrase 
Pada suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada 
kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah 
mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa 
isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.24 Untuk melalukan 
penyelesaian sengketa tersebut terdapat beberapa alternatif yang salah 
satunya adalah arbitrase. 
Kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “arbitrare” yang 
artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut 
“kebijaksanaan”. Dikaitkan istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-
olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan 
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hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup 
berdasarkan kebijaksanaan.25 
Kesepakatan penyelesaian secara arbitrase, pedagang menyetujui 
untuk melepaskan hak-haknya mengajukan perkara ke pengadilan 
nasional. Arbitrase sering lebih cepat, lebih nonformal, lebih murah, lebih 
mudah penyesuaiannya, dan lebih rahasia ketimbang beperkara ke 
pengadilan. Putusan arbitrase dapat lebih mudah dilaksanakan ketimbang 
putusan pengadilan asing.26 
Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. 
Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas 
sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:27 
a) Perbedaan Penafsiran (dispute) mengenai pelaksanaan 
perjanjian berupa: 
Kontraversi pendapat (controversy); 
Kesalahan pengertian (misunderstanding); 
Ketidaksepakatan (disagreement); 
b) Pelanggaran perjanjian (breach of contract), termasuk di 
dalamnya adalah: 
Sah atau tidaknya kontrak; 
Berlaku atau tidaknya kontrak; 
c) Pengakhiran kontrak (termination of contract); 
d) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan 
melawan hukum. 
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Definisi lainnya tentang arbitrase, adalah suatu tindakan hukum 
dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat 
antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada 
seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan 
memperoleh suatu putusan final dan akhir.28 
Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
disebutkan: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di 
buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari rumusan 
diatas, memaparkan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian yang 
ditujukan untuk penyelesaian permasalahan keperdataan. Dimana 
permasalahan keperdataan tersebut dibuat secara tertulis yang 
melibatkan kedua belah pihak. 
Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar 
dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang 
didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apa 
yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai 
undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: “semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya”.29 Dan terdapat pula teori tentang Kompetenz-
kompetenz yaitu bahwa para arbiter yang mengadili sendiri persoalan 
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apakah mereka berwenang atau tidak untuk memeriksa dalam arbitrase 
ini, jadi apabila terjadi sanggahan terhadap kewenangan mereka untuk 
mengadili sebagai arbiter mereka sendirilah yang memutuskan mengenai 
kompetensi mereka ini.30 
 
C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
1. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan 
lembaga yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen di luar 
pengadilan. BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh 
Pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan.31 Dimana BPSK telah memiliki aturan yang 
telah baku terkait tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta 
pembentukannya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 
Tentang Pembentukan BPSK. 
Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya BPSK antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan  
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan 
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga  
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 
e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
f. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 
MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan 
Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK). 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu lembaga 
dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu hukum perlindungan 
konsumen.  Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK 
sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa 
konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.32 
Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-undang Perlindungan 
Konsumen adalah agar terciptanya perekonomian yang sehat. Sehingga 
dalam perputaran perekonomian serta dalam membangun perekonomian 
nasional para konsumen tidak dirugikan. Dalam hubungannya dengan 
perlindungan konsumen di Amerika dikenal adanya lembaga The 
Consumer Product Safetty Commission yang merupakan institusi 
pemerintah.33  
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2. Tugas dan Wewenang BPSK 
Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 53 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag Nomor 
350/MPPK/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang 
dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu : 34 
a) Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui 
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam undang-undang ini; 
e) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 
f) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen; 
g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
h) Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini; 
 
 
                                                             




i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan 
huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen; 
j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak konsumen; 
l) Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan undang-undang ini. 
Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintahan, unsur 
konsumen, unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur di 
wakili oleh sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 
(lima) orang. Pengangkataan dan pemberhentian anggota BPSK 
ditetapkan oleh menteri perindustrian dan perdagangan.35 
3. Keberatan Terhadap Putusan BPSK  
Pada kenyataan sehari-hari, hukum lebih berkualitas plus-minus. 
Bila dikatakan, hukum akan menghentikan kejahatan melalui sanksi 
pidana yang diancamkan, sebetulnya itu baru awal proses. Itu baru cita-
cita dan harapan (aspirational). Jadi, sesudah ada peraturan, masih 
diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan. 
                                                             




Masih diperlukan laporan masyarakat dan yang mendukung “keinginan” 
hukum. Jadi, hukum atau peraturan hukum tidak mampu menuntaskan 
rancangan secara akurat dan tuntas dengan bekerja sendiri. Maka, di sini 
dikatakan, sebenarnya hukum hanya berkualitas plus-minus.36 Dalam 
wacana sosiologis yang didasarkan realitas di masyarakat, hukum atau 
negara tidak memegang monopoli. Masyarakat atau komunitas tertentu 
bisa membuat norma sendiri, baik untuk mengisi kekosongan maupun 
tidak. Bentuk-bentuk pengadilan informal juga sering dijumpai di 
masyarakat yang menunjukkan, masyarakat memiliki potensi kekuatan 
untuk mengatur dirinya sendiri.37 
Pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari 
hukum, maka yang pertama-tama harus diukur adalah sejauh mana 
aturan hukum itu ditaati atau tidak.38 Begitu pula terhadap putusan yang di 
keluarkan oleh BPSK ataupun pengadilan negeri. Sesuai dengan 
ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa pada prinsipnya putusan BPSK 
merupakan putusan yang final dan mengikat berarti putusan tersebut tidak 
membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan 
yang bersifat final maka dengan sendirinya putusan yang di periksa telah 
berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan 
putusan yang bersifat final tersebut.39 
  Menyangkut ketentuan Pasal 54 ayat (3) kiranya perlu 
dikemukakan pendapat GoodPaster yang mengatakan bahwa dalam 
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adjudikasi para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan 
sengketa mereka sendiri dan sebagai ganti kepercayaan kepada 
adjudikator tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan oleh 
kesepakatan para pihak sendiri. Mediator sebagai pihak ketiga hanya 
membantu para pihak merunding suatu perjanjian tetapi tidak membuat 
putusan yang bersifat subtantif bagi penyelesaian sengketa. Adapun 
konsiliator di dalam penyelesaian sengketa juga memberikan putusan, 
hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa, 
sebagaimana putusan arbitrator.40 
Ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menentukan : “putusan 
majelis bersifat final dan mengikat”. Penjelasan Pasal 54 ayat(3) UUPK 
yang memutuskan “putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya banding dan 
kasasi”. Sampai disini dapat dikatakan ketentuan ini memenuhi ciri 
Undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan 
arbitrase menjadi efektif. Undang-undang arbitrase modern 
menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak pengadilan umum. 
Namun harus ditelaah kembali sampai seberapa jauh ketentuan ini dapat 
mendukung secara integral dari pasal UUPK.41 
UUPK tidak konsisten dalam mengkonstruksikan putusan BPSK 
karena dalam pasal yang selanjutnya justru dikatakan bahwa pihak yang 
merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan upaya 
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“keberatan” ke pengadilan negeri.42 Meskipun penggunaan istilah 
keberatan tidak lazim dalam istilah hukum acara yang berlaku, jika 
dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima 
pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling 
lama 21 (dua puluh satu hari), sehingga tidaklah mungkin keberatan ini 
dianalogkan sebagai upaya gugatan baru atau upaya perlawanan karena 
proses perkara gugatan baru atau perlawanan sangatlah formal dan 
memerlukan waktu yang lama.43 
Adanya peluang mengajukan gugatan terhadap putusan BPSK 
kepada pengadilan sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan 
upaya banding putusan BPSK keduanya adalah sama “menganulir sifat 
final dan mengikat” dari putusan arbitrase yang dilakukan BPSK. 
Ditambahkan, bila saja putusan arbitrase oleh BPSK benar-benar bersifat 
benar dan mengikat tentulah jangka penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan paling lama hanya 21 (dua puluh satu) hari. Disini ada 
waktu 79 ( tujuh puluh Sembilan) hari yang dihemat, dengan sendirinya 
ikut menghemat biaya yang tidak perlu dikeluarkan baik oleh konsumen 
maupun pelaku usaha. Perhitungan tersebut, didasarkan perhitungan 
jumlah hari dari setiap tahapan penyelesaian sengketa dalam undang-
undang perlindungan konsumen, yang seluruhnya maksimum 100 
(seratus) hari sampai mencapai putusan yang memperoleh kekuatan 
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hukum tetap. Jangka waktu seratus hari tersebut apabila semua upaya 
hukum ditempuh oleh pihak yang bersengketa.44 
Melibatkan pengadilan negeri dalam pelaksanaan putusan lembaga 
arbitrase, adalah ciri khusus lembaga arbitrase yang sekaligus merupakan 
segi kelemahan yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena arbitrase sebagai 
cara penyelesaian sengketa oleh swasta didalam pelaksanaan 
putusannya tidak mempunyai daya paksa sebagaimana putusan 
pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri apabila tidak dilaksanakan 
secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan maka pengadilan negeri 
melalui alat kekuasaan negara dapat melaksanakan putusan tersebut.45 
Ketiadaan pengaturan tentang tata cara diajukannya keberatan 
menjadi hambatan bagi pengadilan negeri dalam melakukan upaya 
pemeriksaan keberatan oleh karena itu dengan dikeluarkannnya 
Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 mengenai “Tata Cara 
Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK”, maka diperoleh 
persamaan pandangan dalam menafsirkan suatu peraturan.46 
Dalam menyikapi hal ini mahkamah agung menetapkan bahwa 
keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap 
putusan arbitrase yang di keluarkan oleh BPSK saja tidak meliputi putusan 
BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi. Putusan mediasi dan 
konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) 
                                                             
44 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,  Op.Cit., hal.  265.  
45
 Ibid, hal. 267. 




di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat 
final dan mengikat.47 
Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 menentukan bahwa 
keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha 
dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan 
hukum konsumen tersebut. Dalam menggunakan haknya untuk 
mengajukan keberatan, baik konsumen maupun pelaku usaha harus 
tunduk pada ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, 
yaitu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan 
BPSK.48 
Dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran perkara keberatan 
sekurang-kurangnya terdiri dari: 49 
a) Memori keberatan yang memuat alasan-alasan yang menjadi 
keberatan bagi pihak pemohon keberatan terhadap putusan BPSK;  
b) Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan negeri ditempat 
konsumen bertempat tinggal; 
c) Salinan putusan BPSK; 
d) Surat kuasa khusus bagi pemohon kepada kuasa hukumnya (bila 
pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, dan fotokopi kartu 
advokat kuasa hukum yang bersangkutan). 
PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan 
Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 
setidaknya dapat berfungsi untuk menyamakan persepsi lembaga 
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peradilan sebagai bagian dari proses penegakan hukum Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen berdasarkan dengan lembaga BPSK. Karena 
salah satu kunci kesuksesan upaya penegakan hukum oleh lembaga 
peradilan, haruslah memiliki persamaan standar pemeriksaan (standar of 
review) dalam proses beracaranya.50 Sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 
2006 tersebut dapat menjawab perbedaan pendapat terkait keberatan 

















                                                             







A. Lokasi Penelitian  
Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan 
suatu tulisan ilmiah, maka penulis memilih penelitian di Pengadilan Negeri 
Makassar. Alasan penulis memilih Kota Makassar, sebab Kota Makassar 
adalah salah satu kota besar di Indonesia, yang memiliki banyak sengketa 
konsumen, dan memiliki perkara keberatan terhadap putusan Badan 
Penyelesian Sengketa Konsumen yang juga berada di wilayah Kota 
Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara Nomor 04/PDT/BPSK/2011/PN.MKS. yang merupakan 
objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, jenis dan sumber data yang 
penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data yaitu :  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian dan dengan mengadakan penelitian langsung melalui 




2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan 
yakni dengan membaca berbagai literature yaitu terkait dengan 
arbitrase, dan perlindungan konsumen, serta peraturan-peraturan 
yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan dalam 
penelitian ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana 
di harapkan maka penulis melakukan pengumpulan teknik.  
1. Untuk data primer, penelitian untuk memperoleh data primer 
dilakukan dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri 
Makasssar.  Dengan melakukan tanya jawab secara langsung 
dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat dan 
ditujukan kepada narasumber.  
2. Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
menelaah literatur-literatur  yang relevan untuk penelitian. Selain itu 
penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, 
yang mana data-data tersebut dapat dianalisis dan mempunyai 
hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
D. Analisis Data  
Data yang di peroleh yaitu data primer dan data sekunder, di olah 
kemudian di analsis secara kualitatif untuk melihat permasalahan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Mekanisme Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSK 
 Putusan Nomor 04/PDT/BPSK/2011/PN.MKS. merupakan suatu 
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Putusan 
tersebut dikeluarkan sebagai jawaban dari gugatan pemohon 
keberatan/tergugat yakni PT. Asuransi Jiwa Mega Life yang mengajukan 
keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK. Termohon 
keberatan/penggugat dalam kasus keberatan terhadap putusan BPSK 
adalah Rismawati sebagai pihak konsumen. Duduk perkara dimulai 
dengan panggilan pertama yang dikeluarkan oleh BPSK terhadap 
tergugat.  
 Pemanggilan tersebut disebabkan masuknya gugatan yang berisi 
meminta pemohon keberatan/tergugat membayar ganti rugi atas klaim 
yang diajukan termohon. Dengan masuknya putusan tersebut, BPSK 
selaku badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan menyelesaikan 
perkara dengan jalur arbitrase yang merupakan salah satu cara 
penyelesaian sengketa yang ada di BPSK. Penyelesaian perkara tersebut 
memakan waktu selama 21 hari. Dan pada Tanggal 22 Juli 2011 BPSK 
mengeluarkan putusannya. 
Keputusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK/ABT/VII/2011 menyebutkan 
bahwa dalam sidang pertama pemilihan arbiter, pelaku usaha/tergugat 




kepentingan hukumnya, namun pada sidang arbitrase yang kedua dan 
seterusnya pelaku usaha tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya 
atau pihak yang mewakili, meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 
(tiga) kali, oleh karena itu gugatan konsumen patut dikabulkan 
sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) Kepmendagri No. 
350/MPP/12/2001. Dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan pelaku usaha tidak hadir dalam sidang arbitrase 
meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 (tiga) kali. 
2. Mengabulkan gugatan penggugat/konsumen tanpa hadirnya pelaku 
usaha. 
3. Mengabulkan tuntutan pengadu/konsumen dan menghukum pelaku 
usaha untuk memberi ganti rugi atas biaya pengobatan dan 
perawatan rumah sakit yang dikeluarkan konsumen sebesar 
Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). 
4. Menyatakan pelaku usaha telah melakukan pelanggaran ketentuan 
Pasal 7 huruf a, b, Pasal 9 huruf k, Pasal 10 huruf b, c, Pasal 19 
ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 
Peratutan Daerah No. 2 Tahun 2006. 
5. Mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha sebesar 
Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah) 
6. Menghukum pelaku usaha untuk membayar biaya sengketa 
sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 
 Putusan yang dikeluarkan BPSK tersebut tidak dapat diterima oleh 




28 November 2011, tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan 
arbitrase yang dikeluarkan oleh pihak BPSK ke Pengadilan Negeri 
Makassar. Keberatan tersebut berisi penjelasan terhadap putusan BPSK 
yang dianggap tidak benar. Bahwa pemohon keberatan tidak pernah 
menyetujui penunjukan arbiter sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
putusan BPSK. Selain itu, ketika menghadiri panggilan pertama BPSK 
pemohon/tergugat tidak menyetujui memilih penyelesaian di BPSK melalui 
arbitrase, sehingga pemohon/tergugat bersikap terhadap panggilan kedua 
dan ketiga tidak menghadirinya.  
 BPSK bahkan menyodorkan surat Nomor 07/BPSK/VI/2011 
Tertanggal 9 Juni 2011 tentang pemilihan arbiter, dalam hal mana 
pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani persetujuan pemilihan 
arbiter tersebut. Dalam alinea pertama menyatakan bahwa para pihak 
yang bersengketa berdasarkan formulir pemilihan cara penyelesaian 
arbitrase No. 07/BPSK/VI2011 telah sepakat untuk menyelesaikan 
sengketa dengan cara arbitrase. Dan hal tersebut terkandung suatu 
keterangan tidak benar, karena pemohon/tergugat sama sekali tidak 
pernah menanda tangani formulir pemilihan cara penyelesaian arbitrase 
No. 07/BPSK/VI2011 Tanggal 11 Mei 2011 untuk menyetujui kesepakatan 
melalui penyelesaian arbitrase. Berdasarkan pernyataan tersebut, 
pemohon keberatan mengajukan permohonan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan keberatan pemohon/tergugat. 
2. Membatalkan keputusan BPSK Kota Makassar No. 01/PTS-




 Selain itu terdapat ketentuan umum polis, yakni Pasal 27 
menyatakan dalam hal  terjadinya perselisihan antara penanggung 
dengan pemegang polis atau yang berkepentingan dengan asuransi ini 
maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara 
musyawarah atau mufakat, bila mufakat tidak dapat dicapai maka 
penanggung dan pemegang polis atau yang berkepentingan dalam 
asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui BANI atau 
melalui pengadilan negeri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dari polis tersebut seharusnya penyelesaian perkara akan diselesaikan 
melalui BANI. Dimana BANI merupakan lembaga penyelesaian sengketa 
diluar pengadilan yang telah disepakati dalam polis. Namun penggugat 
membawa perkara tersebut ke BPSK.  
 Pengajuan gugatan tersebut diterima oleh BPSK sebagaimana 
tertuang dalam tugas dan wewenang BPSK dalam Pasal 52 huruf f bahwa 
BPSK menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen. Sehingga meski didalam polis menyebutkan penyelesaian 
melalui BANI, akan tetapi BPSK tetap berwenang menyelesaikan perkara 
tersebut dikarenakan ketentuan yang menyebutkan BPSK berwenang 
menerima laporan dari pihak konsumen yang merasa dirugikan meski 
tanpa kesepakatan kedua belah pihak yang beperkara. Sehingga putusan 
yang telah dikeluarkan oleh BPSK telah sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Meski dalam Pasal 52 huruf f menyatakan BPSK dapat menerima 




kedua belah pihak yang beperkara sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) 
dimana penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak 
yang bersengeta. 
 Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (2), penyelesaian damai 
adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa tanpa melalui pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari penjelasan pasal 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun konsumen telah mengajukan 
ke BPSK Kota Makassar, para pihak yang bersengketa memiliki 
kesempatan damai. Akan tetapi pada perkara ini, pernyelesaian damai 
tidak ditempuh sehingga keluar putusan dari BPSK, dan dari putusan 
tersebut pihak tergugat tdak dapat menerima hasil yang dikeluarkan oleh 
BPSK sehingga mengajukan keberatan. 
 Keberatan yang diajukan oleh pemohon/tergugat telah diatur dalam 
Undang-Undang Perlindngan Konsumen Pasal 56 ayat (2). Meski dalam 
Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan 
mengikat, bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Pasal 
tersebut seharusnya bersifat meniadakan upaya hukum yang dapat 
ditempuh untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan melalui 
arbitrase BPSK. Faktanya, terdapat peluang keberatan terhadap putusan 
yang telah dikeluarkan BPSK, yang secara langsung mematahkan sifat 




 Pada Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa para pihak dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase itu 
sendiri tidak benar-benar final atau akhir dari suatu perkara yang 
diharapkan diselesaikan dengan win-win solution di badan yang 
menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan berujung pada litigasi 
yang bersifat win-lose dalam putusannya. 
Di Pengadilan Negeri Makassar, perkara yang muncul dari putusan 
BPSK itu sendiri bukan hal baru dari Tahun 2011 hingga 2015 terdapat 5 
kasus terkait putusan BPSK.  







Sumber Data: Bagian Hukum Perdata Pengadilan Negeri Makassar, 2016. 
Dari tabel diatas memaparkan hampir setiap tahunnya terdaftar 
satu pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan 
oleh BPSK. Dari jumlah keberatan yang masuk di Pengadilan Negeri 




muncul disebabkan oleh keberatan tersebut. Akan tetapi peluang dapat 
dibatalkannya suatu putusan alternatif penyelesaian sengketa dapat 
mengurangi minat dari badan itu sendiri.  
Salah satu tujuan berdirinya BPSK sebagai salah satu badan 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mempermudah 
penyelesaian suatu perkara konsumen. Yang diharapkan memiliki putusan 
yang bersifat akhir dan tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan 
sehingga arbitrase selain dapat menjaga kerahasiaan bagi para pihak 
yang bersengketa juga dapat menjadi pilihan yang pasti bagi pencari 
keadilan dengan mempertegas bentuk penyelesaian perkara yang 
sederhana, biaya ringan dan tidak memakan waktu yang lama yang 
tentunya dapat menguntungkan para pihak yang beperkara. 
Pada kenyataannya dengan adanya peluang keberatan membuat 
arbitrase itu sendiri kurang memiliki daya tarik sehingga masih banyak 
masyarakat yang memilih penyelesaian melalui litigasi yang memakan 
waktu lebih lama dalam penyelesaian perkara. Tujuan dari terbentuknya 
BPSK yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) yang memaparkan bahwa 
pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di 
Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan menjadi sepi peminat karena putusannya yang dapat diajukan 
kembali sebagai keberatan ke pengadilan negeri. Sebenarnya dengan 
pemilihan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana yang 
telah diperjanjikan membuat pengadilan tidak dapat menangani suatu 




sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen yakni pada Pasal 45 ayat (4) bahwa apabila telah dipilih upaya 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan 
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil 
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Dengan 
pemaparan pasal tersebut tentu semakin memperjelas peluang keberatan 
terhadap putusan aribitrase BPSK.  
Namun apabila ditinjau sebagai suatu usaha pencarian keadilan 
oleh para pihak yang berperkara, adanya peluang keberatan sebagai 
upaya hukum merupakan ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk 
meninjau dan menilai bagaimana putusan penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan ditetapkan.  
Terbukanya peluang keberatan terhadap putusan BPSK itu sendiri 
merupakan penegakan hukum yang sudah seharusnya. Peluang 
keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK terbuka selebar-lebarnya, 
yang menjadi inti dari keberatan tersebut adalah apakah konsumen dapat 
membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar sana telah 
menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta 
menerapkan hukum sebagaimana mestinya.51 Sehingga keberatan tidak 
dapat dilihat hanya dari satu sisi yaitu kelemahan atau peluang yang 
terlihat negatif dari suatu undang-undang yang bertujuan mempermudah 
masyarakat dalam mencari keadilan dengan cepat, sederhana, dan biaya 
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 Wawancara dengan Muhammad Anshar M., Hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada 




ringan yang kemudian memiliki lubang terhadap undang-undang itu 
sendiri.  
Dimana lubang yang dimaksud adalah peluang keberatan terhadap 
putusan yang disebut bersifat final dan mengikat namun pada 
kenyataannya dapat digugurkan apabila salah satu pihak yang beperkara 
menganggap putusan tersebut tidak berhasil. Disisi lain peluang adanya 
keberatan itu sendiri dapat dilihat sebagai suatu sisi penegasan pencarian 
keadilan yang dapat menggali lebih dalam apakah putusan yang 
dikeluarkan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum 
yang tepat sehingga memperoleh putusan yang sebagaimana mestinya. 
Mekanisme keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK yang 
diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimulai dari Pasal 
45 ayat (4) yang memaparkan bahwa apabila telah dipilih penyelesaian 
sengketa di luar  pengadilan hanya dapat ditempuh dengan jalur tersebut 
kecuali terdapat pihak yang menganggap upaya penyelesaian sengketa 
tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil memiliki arti adanya pihak yang 
meragukan hasil dari putusan itu sendiri, yang membuat salah satu pihak 
yang bersengketa mengajukan keberatan.52 Meski ketidakberhasilkan 
tersebut memiliki peluang manipulasi oleh pihak yang dirugikan dan 
berdampak pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK yang 
kemudian berakhir dengan penyelesaian di pengadilan. 
Adanya kemungkinan dari manipulasi itu sendiri bukan berarti 
keberatan merupakan jalan yang sudah pasti menghasilkan putusan yang 





berbeda dari putusan arbitrase BPSK. Hasil putusan keberatan tersebut 
tergantung pada sejauh mana pihak yang mengajukan keberatan dapat 
membuktikan bahwa BPSK tidak mengeluarkan putusan berdasarkan 
hukum pada semestinya, atau sejauh mana pihak konsumen dapat 
membuktikan bahwa BPSK telah sesuai dengan aturan yang berlaku.53 
Penyelesaian perkara di BPSK memiliki waktu yang relatif singkat, 
yakni putusan dikeluarkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja 
sejak gugatan diterima, kemudian apabila terdapat pihak yang 
menganggap putusan tersebut tidak berhasil dapat mengajukan keberatan 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 
Pasal 56 ayat (2) yang memaparkan bahwa para pihak dapat mengajukan 
keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya, pengadilan negeri wajib 
mengeluarkan putusan keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.  
Mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK itu 
sendiri ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 
Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. Lahirnya peraturan terkait tata cara pengajun keberatan 
tersebut semakin mempertegas bahwa keberatan merupakan sesuatu 
yang pengaturannya perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (1) memaparkan bahwa keberatan ini 
ditujukan bagi para pihak yang tidak dapat menerima putusan yang 





dikeluarkan oleh BPSK. Persyaratan pengajuan keberatan diatur pada 
Pasal 6, yang menjelaskan bahwa akan diterima suatu keberatan apabila 
sesuai dengan persyaratan pembatalan terhadap putusan arbitrase dalam 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: 
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang 
bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu pihak dalam pemeriksaan perkara. 
Persyaratan terhadap pembatalan suatu putusan arbitrase pada 
umumnya sama dengan keberatan terhadap putusan arbitrase yang 
dikeluarkan BPSK. Sehingga dalam peraturan tata cara mengajuan 
keberatan terhadap BPSK itu sendiri memasukkan pula aturan yang ada 
dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa 
yang sebelumnya memaparkan dapat diajukannya suatu pembatalan 
putusan arbitrase meski putusan tersebut disebut sebagai suatu putusan 










B. Analisis Putusan Nomor 04/PDT.BPSK/2011/PN.MKS 
Putusan Nomor 04/PDT.BPSK/2011/PN.MKS menjelaskan 
pemohon keberatan yaitu PT. Asuransi Jiwa Mega Life mengajukan 
keberatan terhadap termohon yakni Rismawati dalam surat gugatannya 
yang didaftarkan pada Tanggal 30 November 2011 dengan register 
perkara Nomor 04/PDT.BPSK/2011/PN.MKS dengan dalil-dalil: 
Bahwa Pemohon keberatan tidak menerima dan sangat keberatan 
terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 
Makassar Nomor 01/PTS-BPSK/ABT/VII/2011 Tertanggal 22 Juli 2011 
yang amar putusannya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Pelaku Usaha tidak hadir dalam sidang arbitrase 
meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 kali; 
2. Mengabulkan gugatan pengadu/konsumen dan menghukum pelaku 
usaha untuk memberi ganti rugi atas biaya pengobatan dan 
perawatan Rumah sakit yang dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000.-
(empat puluh juta rupiah); 
3. Menyatakan pelaku usaha telah melakukan pelanggaran ketentuan 
Pasal 7 huruf a, b, Pasal 9 huruf K Pasal 10 huruf (B), (C), Pasal 19 
ayat 1, 2, 3, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2006; 
4. Mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha sebesar Rp. 




5. Menghukum pelaku usaha untuk membayar biaya sengketa sebesar 
Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah); 
6. Menolak tuntutan konsumen sebagian. 
Bahwa keputusan BPSK sebagaimana tersebut diatas telah disampaikan 
dan diterima oleh pemohon/tergugat pada tangal 15 November 2011 
sesuai dengan tanda terima dari BPSK. Bahwa pemohon/tergugat telah 
mengajukan memori keberatan terhadap putusan tersebut dan diterima 
oleh kepaniteraan pengadilan negeri makassar pada Tanggal 24 
November 2011. 
Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 menyatakan “para pihak dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
menerima pemberitahuan putusan tersebut. 
Bahwa dengan demikian, pengajuan keberatan Pemohon masih dalam 
tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan yang 
berlaku, sehingga secara formal pengajuan keberatan telah sesuai 
dengan ketentuan. 
Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon 
mengajukan keberatan karena dalam proses penentuan keputusan 
terhadap suatu pelanggaran aspek formal dan terkandung suatu 
keterangan tidak sebagaimana sebenarnya, sehingga keputusan BPSK 






Bahwa pelanggaran aspek formal dalam prosedur penyelesaian sengketa 
di BPSK dan bahkan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana 
sebenarnya berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam sidang pertama pemilihan arbiter, pelaku 
usaha/tergugat hadir dan telah menunjukan arbiter dari pelaku 
usaha yang mewakili kepentingan hukumnya, namun pada sidang 
arbitrase yang kedua dan seterusnya, pelaku usaha tidak hadir dan 
tidak pula mengutus kuasanya atau pihak yang mewakili, meskipun 
telah dipanggil patut sebanyak 3 (tiga) kali. 
2. Bahwa pertimbangan sebagaimana yang tertera diatas tidak 
sebagaimana fakta yang sebenarnya, karena pemohon/tergugat 
sama sekali tidak pernah menyetujui untuk menyelesaikan 
sengketa di BPSK kota Makassar melalui arbitrase dan tidak 
pernah menyetujui penunjukkan Arbiter tersebut. 
3. Bahwa ketika menghadiri panggilan pertama di BPSK kota 
Makassar pemohon/tergugat tidak menyetujui memilih 
penyelesaian melalui arbitrase, namun pihak BPSK terus memaksa 
pemohon/tergugat untuk menyetujui menyelesaikan sengketa 
melalui arbitrase, sehingga pemohon/tergugat bersikap terhadap 
panggilan kedua dan ketiga tidak menghadirinya. 
4. Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani 





5. Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani formulir 
pemilihan cara penyelesaian arbitrase No. 07/BPSK/VI/2011 
Tanggal 11 Mei 2011 untuk menyetujui kesepakatan melalui 
penyelesaian arbitrase. 
6. Bahwa oleh karena itu, keputusan BPSK tersebut telah cacat 
hukum karena disamping melanggar prosedural formal yang telah 
ditentukan dalam peraturan perundangan juga terkandung suatu 
keterangan tidak benar, sehingga keputusan tersebut tidak dapat 
dipertanggung jawabkan menurut hukum dan patut untuk 
dibatalkan.  
Dalam gugatannya penggugat mengajukan permohonan yaitu: 
1. Mengabulkan permohonan keberatan pemohon/tergugat. 
2. Membatalkan keputusan badan penyelesaian Sengketa Konsumen 
Kota Makassar Nomor 01/PTS-BPSK/ABT/VII/2011 Tertanggal 22 
Juli 2011. 
Dari gugatan tersebut, memaparkan bahwa BPSK telah menerima 
pengaduan dari konsumen, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf 
f, BPSK bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan 
terhadap sengketa yang diajukan oleh konsumen. Selanjutnya Pemohon 
telah dipanggil oleh BPSK kota Makassar sebagaimana tugas dan 
wewenang dari BPSK yang ada pada Pasal 52 huruf g yakni memanggil 
pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen. Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang 




lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Jadi sudah 
seharusnya putusan nomor 01/PTS-BPSK/ABT/VII/2011 dikeluarkan oleh 
BPSK.  
Terkait dengan BPSK yang menerima menangani arbitrase dari 
termohon merupakan kewenangan dari BPSK yang menerima pengaduan 
baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 52 
huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu terkait dari 
gugatan tersebut, sudah semestinya dan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) 
yang jelas menyebutkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan 
pada masa tenggang 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut. 
Dari rangkaian peristiwa yang dideskripsikan penggugat dalam 
surat gugatannya tersebut jelas bahwa penggugat sangat keberatan 
dengan menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar dengan didaftarkannya surat gugatannya pada 
Tanggal 30 November 2011 di Pengadilan Negeri Makassar. Dijelaskan 
pula penyebab keberatan yakni bahwa pihak Pemohon tidak pernah 
menyetujui penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen 
kota Makassar yang seharusnya merupakan kesepakatan oleh kedua 
belah pihak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan dalam hal 
para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan 
diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak berwenang, maka arbiter 




para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Dan 
dikarenakan dari permohonan tersebut serta dengan melalui proses 
persidangan di pengadilan negeri makassar sebagaimana mestinya 
majelis hakim dalam amar putusannya mengadili : 
a. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon 
keberatan/tergugat. 
b. Membatalkan putusan BPSK kota Makassar Nomor 
01/PTS/BPSK/ABT/2011. 
c. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini. 
d. Menghukum termohon keberatan membayar biata perkara sebesar 
Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). 
Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2012 
oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar Aswijon, S.H., M.H. 
sebagai ketua majelis Jan Manoppo, S.H dan R. Iswahyu Widodo, S.H. 
masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh 
Siahainenia Neeltje sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa 
Pemohon keberatan dan kuasa termohon keberatan. 
Perkara putusan No.04/PDT.BPSK/2011/PN.MKS telah dinyatakan 
ditemukan bahwasanya perkara keberatan terhadap putusan BPSK 
merupakan hal lumrah yang memiliki dasar hukumnya,  yaitu pada Pasal 
56 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang memaparkankan 




yang diperbolehkan yakni paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
menerima pemberitahuan putusan.  
Terkait persyaratan pengajuan keberatan yang di paparkan dalam 
Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan 
Keberatan Terhadap Putusan BPSK, keberatan tersebut telah memenuhi 
syarat yakni putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dianggap 
terdapat tipu muslihat karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 
yaitu bahwa Pemohon keberatan sama sekali tidak pernah menyetujui 
untuk penyelesaian sengketa di BPSK Kota Makassar, dan tidak pernah 
menyetujui penujukkan arbiter sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
putusan BPSK, serta keputusan BPSK tersebut dianggap telah 
mengesampingkan prosedural formal yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Sehingga Keberatan diajukan ke 
Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan tata cara pelaksaaan 
keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK. 
Keberatan yang diajukan Pemohon pada dasarnya merupakan hal 
lumrah. Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya 
demi keadilan yang dicari. Keberatan itu pun tidak dapat dikatakan 
sebagai gugatan baru maupun banding, melainkan sebuah upaya hukum. 
Upaya hukum keberatan guna memperbaiki putusan yang dianggap tidak 
benar atau tidak sesuai dengan undang-undang.54 Akan tetapi dengan 
adanya peluang keberatan terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan, seperti pada arbitrase dapat mempengaruhi minat 





masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase karena tidak 






























Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Mekanisme upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyesaian 
Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri Makassar dapat 
dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang beperkara 
menganggap bahwa putusan arbitrase BPSK tidak berhasil 
sehingga dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 
Makassar dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan pengajuan 
keberatan yang ada pada Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 
yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, 
setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, 
setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang 
bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau 
putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu pihak dalam pemeriksaan perkara. Setelah terpenuhinya 
persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan 
pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan 
yakni 14 (empat belas) hari sejak putusan arbitrase diumumkan dan 
jika pengadilan negeri menerima pengajuan keberatan maka dalam 




sehingga mekanisme dari upaya hukum keberatan itu sendiri 
berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan baru 
maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama. 
2. Analisis penilaian hakim terkait keberatan terhadap putusan badan 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan hal yang 
wajar demi kepastian hukum. Menurut hakim yang pernah 
menangani kasus serupa, keberatan terhadap putusan arbitrase 
yang masuk di pengadilan negeri tidak dapat dikatakan gugatan 
baru maupun banding, keberatan tersebut adalah upaya hukum 
yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan arbitrase 
badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 
Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada 
sejauh mana konsumen dapat membuktikan bahwa badan 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menerapkan dan 
memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan 













Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan 
saran sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan, yaitu: 
1. Diperlukannya sosialisasi terkait mekanisme penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan kepada masyarakat sehingga 
masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan 
penyelesaian diluar pengadilan seperti pada badan penyesaian 
sengketa konsumen. Selain itu perlunya sosialisasi terkait 
mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase badan 
penyelsaian sengketa konsumen sehingga pengertian final dan 
mengikat dari suatu putusan dapat diartikan lebih jauh. 
2. Diperlukannya lebih banyak hakim yang berkualifikasi terkait 
perlindungan konsumen sehingga dapat menangani kasus 
keberatan terhadap putusan BPSK yang masuk ke Pengadilan 
Negeri Makassar, dikarena hakim yang pernah menangani perkara 
keberatan sebagian besar adalah hakim yang telah pensiun, dan 
hanya terdapat satu hakim yang pernah menangani kasus 
keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri Makassar 
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